BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menir;gkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance), telah mendorong pemerintah
pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk  kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawsiban yang dilaksanakan
secara periodik. Sebagai salah satu bentuk pertanggung—jawaban dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintaban Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan
laporan pertanggungj awaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi
Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tabun 2010. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang

disaijkan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi



yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga
laporan keuangan terscbut dapat dibandingkan dengan periode-periode
sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas.
Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten
dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional
tentang pemerintahan.

Hal kedua Yyang mungkin memengaruhi keterandalan dan
ketepatwaktuan ~pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan
teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun
menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut
menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah  juga
menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit
dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan
semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan
pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan
memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi untuk  meningkatkan
kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi

Keuangan Daerah kepada publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi



Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi
Keuangan Dacrah.

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita abaikan jika berbicara
tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem
pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah,
selanjutnya disebut SPIP, adalah sistem pengendalian intern  yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja
suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi
dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga menmiliki peran penting
dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) secara dini. SPIP
akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu
tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal
yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370).

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum
menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak
penyimpangan—penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan
pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance government) meningkat. Hal itu

iuga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk



yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang
dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan
keputusan.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan
berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance
government), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan
dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk
dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai
dengan kebutuhan para pemakai (Dita, 2011),

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan
keuangan pemerintah masih belulm seluruhnya memenuhi kriteria
keterandalan dan Kketepatwaktuan| (timeliness). Keterandalan dan

ketepatwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait

dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, maka peneliti tertarik untuk
meneliti hal-hal apa saja yang da})at mempengaruhi keterandalan dan
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pt'ameﬁntah.

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya
manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis

akuntansi bukan sekedar masalah tck?is akuntansi, yaitu bagaimana mencatat
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bagaimana menentukan kebijakan akuntansj (accounting policy), perlakuan
akuntansi untuk suaty transaksi (accounting freatment), pilihan akuntangi
(accounting choice), dan mendesain atay menganalisis sistern akuntansj yang
ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh
orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi
(Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006 dalam Desi dan Ertambang,
2008). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem
akuntansi sangatlah penting,

Penelitian yang dilakukan oleh Celviana dan Rahmawati (2010)
menyatakan bahwa sumber daya manusia mempunyai  pengaruh yang
signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Hal
ini disebabkan kondisi sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan yang sudah
mendukung. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki
beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub
bagian akuntansi/ tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan
akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi / tata usaha
keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan jelas. Fungsi dan proses
akuntansi dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di
bidang ilmu akuntansi.

Hasil penelitian ini mendukung secara empirik studi Tjiptoherijanto
(2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004). Oleh karena itu untuk menilai

kinetja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi




akuntansi harus dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber
daya manusia.

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi.
Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan
yang luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah
berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan
menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.
Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah
daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11
Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Celviana dan Rahmawati
(2010) menemukan bfla.hwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literature-
literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam
suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD
dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan

dan semakin kompleks.




Faktor ketiga yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai
sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja
maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan
pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat
dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang
intuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan
pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan
perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut
yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas
operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta berbagai pendapat dari
penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul
“PENGARUH  KAPASITAS SUMBER DAYA = MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASL DAN PENGENDALIAN
INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris di Pemda Kota
Bekasi)”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Winidyaningrum,

Celviana dan Rahmawati (2010). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan
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penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu
terletak dalam sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah pengelola
SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Selain itu, perbedaan penelitian ini
dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel pengendalian
intern akuntansi pada penelitian sebelumnya merupakan variabel intervening,
namun dalam penelitian ini variabel pengendalian intern akuntansi dijadikan
variabel independen.
Rumusan Masalah
Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang
terfokus sistematis, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam
penulisan skripsi ini sebagai berikut :
1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh
signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah
dacrah.

2. Untuk menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah
daerah. |

3. Untuk menguji apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh
signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah
daerah.

4. Untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh
signifikan positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah.

5. Untuk menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
signifikan positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Dacrah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak
yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian

akuntansi agar mampu mefaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan
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baik yang akhirmya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan

pemerintaah daerah yang andal dan tepat waktu.

2. Bagi Institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti



